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BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,

a. bahwa desa sebagai satuan wilayah otonomi terdepan
dalam usaha-usaha pengembangan kesejahteraan
masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih terkait
dengan kewenangan dalam pengelolaannya dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa di Kabupaten Malang terdapat desa yang perlu
mendapatkan perhatian dan pengaturan demi mewujudkan
cita-cita kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 549535);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5538), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor
1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011
Nomor 6/E);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menetapkan

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

A o

Daerah adalah Kabupaten Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

Menteri adalah Menteri yang menangani Desa.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

Bupati adalah Bupati Malang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Badan Pemberdayaan  Masyarakat adalah  Badan
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.

Bagian Tata Pemerintahan Desa adalah Bagian Tata
Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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17.

18.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa
kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme
perencanaan pembangunan daerah.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.
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29.

30.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah
Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh
pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui
rekening kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari
APB Desa melalui rekening kas Desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pedapatan Desa dengan belanja Desa.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa
barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat
Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan
yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai
anggota kelompok.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
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Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang
disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil
keputusan dari Musyawarah Desa dalam Dbentuk
kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara
kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh
Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi
Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan
Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang
ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat
mengatur.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat
konkrit, individual, dan final.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap
rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pengundangan adalah penempatan peraturan di Desa

dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
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Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa
Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan
efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang
dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan

sosial.
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Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan
tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,
pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian
dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas
prakarsa masyarakat Desa.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang
dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa.

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah
panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten
dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang
telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang
berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang
memperoleh  suara terbanyak dalam = pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang
diangkat oleh  pejabat yang berwenang  untuk
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban

Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
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Panitia pemilihan Kepala Desa di Desa adalah panitia yang
dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala
Desa.

Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan
telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak
pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS
adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah
diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta
ditambah dengan pemilih baru.

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih
Sementara.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah
daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah
pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam
rangka mendapatkan dukungan.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat,
masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang
menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi
yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,
sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan
sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta permasalahan yang dihadapi Desa.

Hari adalah hari kerja.
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BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan desa berdasarkan asas:

a. rekognisi;

b. subsidiaritas;

c. keberagaman;

d. kebersamaan;

e. kegotongroyongan,;
f. kekeluargaan;

g. musyawarah;

h. demokrasi;

i. kemandirian;

j. partisipasi;
k. kesetaraan,;
l. pemberdayaan; dan

m. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Desa bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang
sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas
Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
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c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya
masyarakat Desa;

d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat
Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna
kesejahteraan bersama;

e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien
dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat
Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa
guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu
memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan
nasional;

h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta
mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek

pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Desa ini meliputi:

a. penataan desa;

b. kewenangan desa;

c. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

d. pemilihan Kepala Desa;

e. BPD dan Musyawarah Desa;

f. pembangunan desa dan pembangunan kawasan
perdesaan;

g. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

h. peraturan di desa;
i. pengelolaan keuangan desa dan aset desa;

BUM Desa;

o

kerjasama desa;

p—
.

hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa;
m. pembinaan dan pengawasan; dan
n

sanksi administratif.

C:\Users\ben\Desktop\situs\PDF perda\2016\1 Desa.doc



14

BAB IV
PENATAAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa.

(2) Penataan desa dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi
tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan:

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa;

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan
Desa; dan

e. meningkatkan daya saing desa.

(4) Penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pembentukan;

b. penghapusan;

c. penggabungan;

d. perubahan status; dan

e. penetapan desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Desa

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan

desa.
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Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi syarat:

a. batas usia desa induk paling singkat 5 (lima) tahun
terhitung sejak pembentukan;

b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa
atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;

c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar
wilayah;

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup
bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;

e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi
pendukung;

f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta
desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan
pelayanan publik; dan

h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap,
dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan
desa harus berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat
perkembangan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan
desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa,
asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat

desa, dan kemampuan serta potensi desa.

Pasal 8

Pembentukan desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

a.

pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) atau lebih;
atau

penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding
menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa desa

menjadi 1 (satu) desa baru.
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Paragraf 1

Pemekaran Desa

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan desa
melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran
desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat

desa yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dibahas oleh BPD induk dalam Musyawarah Desa
untuk mendapatkan kesepakatan.

(2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan
masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa.

(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis

kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan
Musyawarah  Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) membentuk Tim Pembentukan Desa
Persiapan.
(2) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a.unsur Pemerintah  Daerah  yang  terdiri dari
Bagian Tata Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
dan Bagian Hukum;

b. Camat; dan

c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan
pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial

kemasyarakatan.
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(3) Tim Pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas
melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa
persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Hasil Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk
rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk
Desa persiapan.

(5) Dalam hal rekomendasi desa persiapan dinyatakan layak,
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang

pembentukan desa persiapan.

Pasal 12

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak

ditetapkannya sebagai desa persiapan.

Pasal 13

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada Gubernur, untuk
mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register
desa persiapan.

(2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat
Kepala Desa persiapan.

(3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama
1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak
2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

(4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Kepala Desa induknya.
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Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan
Desa persiapan meliputi:

a. batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;

b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang

bersumber dari APB Desa induk;

. pembentukan struktur organisasi;

o O

. pengangkatan Perangkat Desa;

e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;

=

pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan

Desa;

g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi,
inventarisasi pertanahan dan pengembangan sarana
ekonomi, pendidikan, serta kesehatan; dan

h. pembukaan akses perhubungan antar desa.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan

partisipasi masyarakat desa.

Pasal 14

Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan
perkembangan pelaksanaan desa persiapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada:

a. Kepala Desa induk; dan

b. Bupati melalui Camat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dinyatakan desa persiapan
tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan
Peraturan Daerah tentang pembentukan desa persiapan

menjadi desa.
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Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.

Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan
DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah

kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 15

Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas
rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (7), Pemerintah Daerah melakukan
penyempurnaan dan menjadi Peraturan Daerah dalam
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan
terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), rancangan
Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak
dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
setelah penolakan oleh Gubernur.

Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau
tidak memberikan penolakan terhadap rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (7), Bupati dapat mengesahkan rancangan
Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah
mengundangkannya dalam lembaran daerah.

Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan
Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan
Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu
20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur

dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 16

Peraturan Daerah tentang pembentukan desa diundangkan
setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode
desa dari Menteri.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai lampiran peta batas wilayah desa.
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Pasal 17

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (4) menyatakan desa persiapan
tersebut tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus
dan wilayahnya kembali ke desa induk.

(2) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa
induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penggabungan Desa

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan
Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari
2 (dua) desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu)

desa baru.

Pasal 19

(1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa
menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa
yang bersangkutan.

(2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihasilkan melalui mekanisme:

a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah
desa;

b. hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan
kesepakatan penggabungan desa;

c. hasil musyawarah desa ditetapkan dalam kesepakatan
bersama BPD;

d. kesepakatan bersama BPD ditandatangani oleh para
Kepala Desa yang bersangkutan; dan

e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan
penggabungan desa kepada Bupati dalam 1 (satu)
usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan

bersama.
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(3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Penghapusan Desa

Pasal 20

(1) Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat
kepentingan program nasional yang strategis atau karena
bencana alam.

(2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Perubahan Status Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Perubahan status desa meliputi:
a. Desa menjadi Kelurahan;
b. Kelurahan menjadi Desa;
c. Desa Adat menjadi Desa; atau

d. Desa menjadi Desa Adat.

Paragraf 2

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 22

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a harus memenuhi syarat:

a. luas wilayah tidak berubah;

b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa

atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
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. sarana dan prasarana Pemerintahan bagi terselenggaranya

Pemerintahan Kelurahan;

. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan

produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;

kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman
status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke
masyarakat industri dan jasa; dan

meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 23

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD
dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat
desa setempat.

Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan
disepakati dalam Musyawarah Desa.

Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk Keputusan.
Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati
sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan
verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui
atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa
menjadi Kelurahan.

Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status
Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan
rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status
Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan
disetujui bersama.

Pembahasan dan rancangan Peraturan Daerah mengenai
perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
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Pasal 24

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa
yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya.

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan
dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan
Pemerintah Daerah.

Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai
Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan
menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat
dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya
masih bersifat perdesaan.

Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat seluruhnya menjadi Desa
atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi
Kelurahan.

Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan
prasarana yang ada menjadi milik Desa dan dikelola oleh
Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat
Desa.

Pendanaan perubahan status Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Paragraf 4
Perubahan Desa Adat Menjadi Desa

Pasal 26

(1) Status Desa Adat dapat diubah menjadi Desa.

(2) Perubahan status Desa Adat menjadi Desa harus

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. luas wilayah tidak berubah;

b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa
atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;

c. sarana dan prasarana Pemerintahan bagi terselenggaranya
Pemerintahan Desa;

d. potensi ekonomi yang berkembang;

e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan

f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 27

Perubahan status Desa Adat menjadi Desa dilakukan
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD
dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat
desa setempat.

Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
dan disepakati dalam Musyawarah Desa Adat.

Kesepakatan hasil Musyawarah Desa Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk
Keputusan.

Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa Adat kepada Bupati
sebagai usulan perubahan status Desa Adat menjadi Desa.
Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan
verifikasi usulan Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui
atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa Adat

menjadi Desa.
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Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status
Desa Adat menjadi Desa, Bupati menyampaikan rancangan
Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa Adat
menjadi Desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui
bersama.

Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati
dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 28

Ketentuan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang

pembentukan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis

terhadap rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan

status Desa Adat menjadi Desa, pemberian Nomor Register,

dan pemberian Kode Desa.

Paragraf 5

Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat mengubah status desa menjadi
Desa Adat.

Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa
menjadi Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Penetapan Desa dan Desa Adat

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi desa yang ada
di wilayahnya yang telah mendapatkan Kode Desa.

Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk
menetapkan Desa dan Desa Adat.

Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Pasal 31

(1) Desa Adat dilakukan dengan mekanisme:
a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan
b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat
ditetapkan menjadi Desa Adat.
(2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama
Majelis Adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 32

(1) Bupati menetapkan Desa Adat yang telah memenuhi syarat
berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah.

(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam Rapat
Paripurna DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk
mendapatkan Nomor Register dan kepada Menteri untuk
mendapatkan Kode Desa.

(4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan
Nomor Register dan Kode Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan desa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB V
KEWENANGAN DESA

Pasal 34

Kewenangan Desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul,

b. kewenangan lokal berskala desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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